Z}IEGARA NusaBah
Tahun ini dua desa di
Jembrana, masing-masing

Desa Medewi Kecamatan

Pekutatan, dan Desa Per-

gung Kecamatan Mendoyo
mendapatkan program

perbaikan jalan denga
readymix. Memastika

pengerjaannya bagus dan

berkualit

tersebut, Kamis (10/9).

~ Dua proyek readyml_

itu, spesifikasi pengerjaan

‘nya berbeda, dengan ang

garan yang hampir sama

yakni Rp 500 juta lebih
de

mix selebar 3 meter itu  Ker
;manggunakan petulangan re

besi dengan |
centimeter. Sedangka
readymix di Desa Pergung

® NUSABALI/IB DIWANGKARA

WAKIL B patl Jembrana Made Kembang Hartawan sidak proyek

amatan Mendoyo Jembrana, Kamis (10/9) .

- kita lihat ada perbedaan
- darisegi pengerjaan, Yang
~di Medewi kuali

Marga Dinas PU Jembrana,

k- IWayan Sudiarta, meminta
| seluruh pengerjaan ready- -

. mixlebih mengedepankan

- kualitas. Kualitas yang
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' baxk dxbuat dengan kekua-

tan K225, ketebalan 14

~_centimeter menggunakan
~ petulangan besi ukuran

minimal M5. “Selanjutnya
kita minta untuk jangka
panjang. Walaupun dari
sisi anggaran lebih banyak.
Karena kalau yang bagus
pakai petulangan besi bisa
sampai 15 tahun. Kalau
yang tidak isi petulangan,
palmg bertahan 7 tahun
u)arnya '

- Wabup Kembang juga
.meminta warga sekitar
untuk ikut menjaga jalan

tersebut. Pihak desa dim-
‘inta mampu melakukan
-perbaikan infrastruktur

jalan maupun gang milik
desa dengan memanfaat-
kan dana desa. “Jadi akan
jelas pembagiannya. Kita
ada 941 kilometer jalan

- kabupaten, waktu di awal
~ menjabat, ada PR keru-
~asalkan kualiatas leblh".
' ‘bagus, katanya. o
1 Wabup Kembang yang
~ didampingi Kabid Bina

sakan jalan yang rusak
sepanjang 600 kilometer.
Sudah kita perbaiki sepan-
jang 500 kilometer secara

_bertahap. Sedangkan ada

jalan desa sepanjang 901
kilometer, kita harapkan

“dikerjakan desa,” tandas

Kembang, & od
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‘Orang Miskin Buleleng Dijatah BPSP

SINGARAJA, NusaBali

Warga miskin di Buleleng
boleh bergembira karena akan
mendapatkan bantuan bedah
rumah hingga hunian rumah

adalah 713 unit rumah dan saat
ini sedang dilakukan pendataan
dan verifikasi oleh Dinas Sosial
Buleleng untuk bisa mendapatkan
dana BPSP (Bantuan Stimultan
Perumahan Swadaya) dari pemer-
intah pusat tersebut. :
Wakil Bupati Bupati Buleleng
Nyoman Sutjidra, didampingi
Kadisos Buleleng Gede Komang,
Kamis (10/9) mengatakan, ban-
tuan berupa dana BPSP itu akan
‘diberikan kepada warga kurang
mampu. Untuk memastikan pen-
erima bantuan tersebut, saat ini
sedang dilaksanakan validasi data
warga miskin dengan metode’
berbeda yakni by name, by address
(siapa nama dan alamat jelas).
Dengan metode itu data yang
dihasilkan lebih akurat dan sesuai
dengan kondisi riil di lapangan.
Sehingga bantuan yang dikucur-
kan nanti tepat sasaran, diterima
oleh warga miskin yang memang
membutuhkan. “Tahun ini kita
mendapat BSPS dari pemerintah
pusat sebanyak 713 unit,” kata
Wabup Sutjidra.
Dijelaskan, dukungan pemer-

baru. Alokasi yang ditetapkan

713 Unit Rumah

2 S ® ST
WAKIL Bupati Nyoman Sutjidra saat serahkan bantuan kepada salah satu
warga miskin di Buleleng. :

mtqh .pusat lewat BSP§ ini di- gar data sebelumnya,” tegasnya.
yakini dapat mengoptimalkan  pj isi lain Wakil Bupati
kembali penanganan masalah  sytjidra mengatakan, pemutakh-
kemiskinan sosial masyarakat :

€ kin ; iran dan validasi data kemiski-
di Bali Utara. Apalagi dengan nan dilakukan sekaligus untuk
dukungan dari anggaran APBD mencocokan kembali antara data
melalui program bedah rumah yang dikeluarkan oleh Badan Pu-
dan dari Pemerintah Provinsi

r sat Statistik (BPS) dengan data
(Pemprov) Balu juga mengu-

curkan bantuan bedah rumah,
maka warga miskin yang tidak

memiliki rumah layak huni akan
dapat tertangani. -

Sementara untuk kalangan

lanjut usia (lansia) atau janda

yang hidup sebatang kara, Pem-
kab Buleleng akan menangani
dengan program pemberian
paket sembako dan menitipkan
ke panti jompo di daerah ini.
“Pola penanganan terintegrasi
ini sudah mulai member
hasil dan ini dibuktikan dengan
data kemiskinan di daerah kita
sudah muncul tren penurunan
antara lima hingga enam persen

s Jumt, [l S@?teﬂ(/)d 0S
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yang dimiliki Dinsos Buleleng.
Selama ini masalah data
kemisinan antara dua lembaga
pemeirntah ini masih ada yang
tidak cocok. Dengan pendataan
dan validasi ulang ini, nantinya
akan ditetapkan data kemiskinan
yang akurat dan sesuai dengan
fakta di lapangan. Selain itu,
‘data warga miskin sebelumnya
ditetapkan dengan istilah rumah
tangga sasaran (RTS) dengan
kreteria rentan miskin, hampir
miskin, dan miskin. Sekarang
istilahnya dikembalikan menjadi
data warga miskin. :
Untuk itu, pendataan dan vali-
dasi ulang ini sangat penting
dilakukan. “Data yang dikasih oleh
BPS itu ada perbedaan dengan
data kita, makanya kita sedang
memvalidasi ulang dan data itu
kita gunakan untuk menysusun
program penanganan kemiskinan
dan masalah sosial ke depannya,”
imbuh Wakil Bupati Sutjidra sem-
bari diiyakan Kepala Dinas Sosial
Gede Komang & k19




_ cacat sejak ‘dalam
kandungan’, sangat
sulit menormalkan.

GIANYAR,NusaBali ~~ ~
Nasib Rumah Potong He-
wan (RPH) di Desa Temesi,
Kecamatan/Kabupaten Gianyar,
makin memprihatinkan. Setelah
berkali-kali gonta-ganti penge-
lola dari pihak ketiga, RPH ini
kini kembali mangkrak.
Akibatnya, beberapa bagian
bangunan dan peralatannya tak
terurus. Dikonfirmasi, Kamis
(10/9), Dirut Perusda (Perusa-

hadn Daerah) Pemkab Gianyar

Ir Putu Sugiawan mengakui, RPH ———

yang dulunya dirancang Pusat
dan Pemprov Bali, berkelas in-
ternasional ini kini
mengkarak kembali. Kemang-
krakan terakhir sejak awal 2014
karena investor yang mengelola

RPH mundur sebelum setahun
beroperasi. “Kini RPH ini masih
nunggu investor lain”Beginilah,
sulitnya karena istilahnya RPH
ifli sudah cacat sejak ‘dalam
kandungan’, sangat sulit menor-

malkan,” jelasnya. €acat ‘dalam
kandungan’ dimaksud karena
masalah muncul dari ribetnya
status kepemilikan RPH. Ban-
gunan RPH milik Pemprov Bali,
tanahnya milik Pemkab Gianyar,

Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Temesi, Gianyar yang
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memprihatinkan karena berkali-kali ditinggal pengelola.

dan penyediaan peralatannya
dari Pusat. Akibatnya hingga
saat ini tak jelas kepemilikan
RPH ini. Dampaknya, proses
permodalannya ribet. Sebelum
dikelola, perintisan RPH sudah
bermasalah saat pengadaan la-
han yang-berakibat dua mantan
pejabat dan seorang makelar
tanah tersangkut kasus korupsi
penggelembungan harga lahan
PH. o

Sebagaimana diketahui, man-
tan Sekda Gianyar AA Rai Asmara
dan mantan Kadis Peternakan
Gianyar/Kadis Peternakan Bali
Ida Bagus ‘Raka masing-masing
kenahukuman 1,5 tahun penjara.
Dan, makelar tanah RPH Kadek
Aristana asal Penestanan, Ubud,
kena hukuman setahun penjara.

Mereka menghuni Rumah Tah-

anan (Rutan) Gianyar.
" Sugiawan menambahkan,

Pemprov Bali melalui Perusda

Bali dan Pemkab Gianyar melalui
Perusda Gianyar membuat peru-

é

sahaan patungan, PT Mergantaka”
Mandala (MM), untuk mengelola
RPH ini. Namun perusahaan ini
tidak jalan karena kesulitan men-
gakses modal akibat ketakjela-
san status kepemilikan RPH.
Senada Sugiawan, Kepala Ba-
gian Ekonomi Setda Gianyar I
Gede Windia Berata mengakui,
RPH Temesi kini masih mangkrak.
Pihaknya kini masih menunggu
proses pengalihan status kepemi-
likan dengan permohonan ibah
bangunan RPH kepada Pemproy
Bali. Karena bangunan RPH ini
dulunya dibangun Pemprov Bali.
Harapannya, RPH ini satu kepe-
milikan di Pemkab Gianyar. Kata
Windia, sepanjang kepemilikan
RPH ini belum satu pemilik, maka
kontrak pengelolaan dengan in-
vestor atau pihak ketiga akan san-
gat sulit dilakukan. “Kalau nanti
dikontrakkan kepada pihak ketiga,
jika terjadi kerusakan gedungatau
peralatan, siapa yang bertanggun-
gajwab,” ujarnya. @ lsa =
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Tim . Investa51

TmJau Pabrik Beton Cor

mamlmlebelmnddm
men perfnohonan izin prinsip pabrik
pencampuran beton cor di Desa Bung-
kulan, Tim investasi Pemkab Buleleng
turun ke lokasi di Kecamatan Sawan
tersebut pada Kamis (10/9) pagi.

Tim yang berasal dari sejumlah
instansi lingkup Pemkab Buleleng itu,
tiba di lokasi pabrik sekitar pukul 09.00
Tim yang juga Kabag Ekbang Pemkab
Buleleng, Ketut Suparto diterima oleh
penanggung]awab pabnk Purnomo.

nyegelanmngga

. KendaUpabﬁkudakbempemona],
tapi sejumlah pekerja di lokasi masih
terlihat, termasuk sejumlah alat dalam
proses pencampuran beton cor terse-
but. Rombongan tim sempat meminta
penjelasan terkait dengan dokumen
yang diajukan dalam permohonan i zin'
prinsip. Keterangan diberikan langsung

dijalankan perusahaan. Data
ini menyangkut beberapa hal teknis
termasuk pengamatan di lapangan
serta meminta keterangan dari pihak
penyandingdisekitarlokasiperusahaan.
Penelusuran ke lapangan ini menjadi
salah satu tahapan sebelum nantinya
tim investasi menyerahkan seluruh
berkas permohonanizin prinsipkepada
Bupati. “Tim akan merapatkan kembali
untuk mengkaji hasil penelusurannya.
Datadilapangandanberkaspersyaratan
yang diajukan itu akan diajukan kepada
Bupati melalui Asisten Il dan Sekkab
untuk diambil keputusan oleh Bupati,’

tegasnya. :
Sementara pihakpenanggungjawab
pabrik Purnomo mengatakan, sejak
pabnk disegel pihak Pol PP yang tu-
un bersama anggota DPRD Buleleng,
pihaknya tidak beraktivitas. Pihaknya
benmha melengkapi perizinan yang
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© NUSABALV/MADE SUDIRTA
PABRIK pencampuran beton cor di Desa Bungku)an yang masih disegel. Tim Investasi Buleleng Tinjau Pabrik Beton Cor, Kamis (10/9)

dibutuhkan dengan mematuhi regulam
yang ada. “Kita sudah mohonkan izin
prinsip untuk selanjutkan mengurus
penzmanyang diperlukan’’ terangnya.
Sepuh ini dokumen permohonan
izin prinsip dari pihak perusahaan pen-
campuran beton cor di Desa Bungkulan
dinyatakan telah lengkap. Dokumen itu
diantaranya persetujuan penyanding di
lokasi pabrik dan dukungan dari/pihak
dasadmasmaupunadatatas lelﬁchmn

kewa]iban ‘memastikan, kebenaran

dari dokumen tersebut dengn Survei

Dan hasﬂ suxvel lapangan'

ﬂtan
men)adl dasar pemmbangan dalam

keputusan izin prinsip diberikan atau

tidakoleh Bupati:

~ Sebelumnya: Wﬂl Ketua DPRD

{wn[;zf wlS

Jum 'cch [

Buleleng I Ketut Susila dan I Made
Adi Purnawijaya menyoroti keras ke-
beradaan pabrik pencampuran beton
cor di Desa Bungkulan tersebut. Pabrik
itu dianggap melan@r Perda RTRW
lamlamnD& masuk
k?w_man pariwisata.Se-
lain itu, pabrik tersebuit juga dinilai telah
merugikan Peplkab Buleleng karena
pabrik tersebiit telah beroperasi sejak-
bulanMelwﬁlalutanpamembexﬂcan

Wpemhpatanbmtdaa’ah
rik itu sendiri berada di bawah
bendera PT Tunas Jaya Beton. Awalnya-

‘pabrik itu hanya sebagai pendukung

sejumlah proyek Pemkab Buleleng,
di antaranya perbaikan jalan dengan
pembetonandiJalan Udayana, Singaraja.
Kemudian pembangunan IRD RSUD
Buleleng termasuk pembangunan




